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INTRODUKSI TEORI

Semakin banyaknya kasus pencurian listrik secara kolektif oleh anggota
masyarakat dan semakin terang-terangan aksi mereka semakin mendorong penulis dalam
penyusunan rencana penulisan skripst imt dengan mengadakan penelitian pada beberapa
referensi dan obyek penelitian yang ada baik dalam bentuk literatur, wawancara maupun
dalam bentuk yang lain.

Maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan hukum
pidana dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian listiik yang dipergunakan untuk
penerangan jalan oleh anggota masyarakat di Sedompyong kelurahan Kemijen kecamatan
Semarang Timur, penulis berusaha memberikan beberapa definisi atau pengertian sebagai
berikut :

A. Pengertian Kejahatan dan Penjahat

Sebelum membicarakan masalah pencurian listrik dan faktor-faktor yang
mempengarthi meningkatnya pencunan listrik yang dipergunakan untuk penerangan
jalan di pemukiman Sedompyong Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur,
sebaiknya perfu diketahui teriebih dahulu tentang apa sebenarnya yang dimaksud

dengan kejahatan dan penjahat.

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu masalah yang tidak pernah selesai. Dari
tahun ke tahun kejahatan mengalami perkembangan bentuk atau jenisnya dan

perkembangan jumlah pelaku. Definisi kejahatan :



a. Menurut kamus hukum kejahatan adalah suatu delik, perbuatan melanggosrPustakaan Unik
KUHP’.

b. Menurut Moch. Anwar kejahatan adalah “Suatu perbuatan dimana perbuatan
tersebut dilarang dan dapat dikenakan hukuman apabila ada yang melanggar
dan yang tercantum dalam undang-undang™®.

c. Menurut William J Chambliss kejahatan adalah “ Suatu reaksi atas kondisi

kehidupan khas seseorang dan senantiasa berbeda-beda dan tergantung pada
struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat™”.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dimana
perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman apabila ada yang
melanggamya. Kejahatan banyak ditentukan pula oleh adanya reaksi sosial dari
masyarakat, pandangan masyarakat tentang kejahatan senantiasa berbeda-beda
dan tergantung pada struktur-struktur politik, sosial dan ekonomi masyarakat.

Di dalam tulisannya vyang lain William«J Chambliss menjelaskan
mengapa sgjumlah orang melakukan kejahatan, membawa pada pandangan
tentang kebudayaan, norma-norma dan nilai-nilai keyakinan sebagai dasar
pembentukan perilaku dan dengan begitu mengingkari struktur politik dan
ekonomi®,

Menurut salah satu tokoh bidang kriminologi aliran kritis pada tahun
1962, Howard Becker dalam bukunya Qutsider, mengajukan teon Labelling;

Howard Becker  menyatakan bahwa kejahatan sebagai hal yané

problematik dan merupakan hasil dari batasan masyarakat, sebab-sebab

ukuran atau norma-norma yang dilanggar tidak bersifat universal dan
tidak dapat berubah. Dinyatakan oleh Becker bahwa kelompok sosiallah

yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap
aturan itu merupakan kejahatan’.

Tujuan pada Teort Labelling ini bukan mencan jawaban atas ciri-ciri

pelaku atau perbuatannya, akan tetapi masalah pembentukan persepsi tentang

% Hamzah, Andy, 1986, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 25,
¢ Anwar, Moch., 1982, Hukum Pidana Bagian Kinisus (KUHP buku 1) Jilid I, Bandung : Alumni, Hal. 17.
? Kusumah, Mulyono, 1984, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung : Armico, Hal..35.
g -
Ibid, Hal. 36,
® Susanto, LS., 1991, Kriminologi, Semarang : BPFH. UNDIP, Hal. 76.



kejahatan. Dengan demikian kejahatan adalah masalah batasan sosial. ProsesrPustakean Unik
pemberian cap ini dapat digambarkan sebagai berikut ;
a. Siapa memberni cap siapa

b.  Atas dasar apa dan

c. Bagaimana caranya

Dilihat dari uraian diatas dapat dikatakan secara kriminologis, kejahatan
dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor sosio-
kultural. Salah satu teort dan faktor sosio-kultural yaitu teori mengenal hubungan
antara penerapan pajak penerangan jalan dengan keinginan masyarakat untuk
membuat penerangan jalan umum di kampung-kampung.

Obyek  dari knminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat
(social -phaenomeen), kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam
masyarakat dan orang yang melakukan kejahatan dan mempelajan sebab-sebab
dari kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Kejahatan di sini diartikan
sebagal berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam
masyarakat.

Kejahatan adalah suatu delik, suatu perbuatan yang melanggar hukum
dan undang-undang yang dapat dikenai hukuman sesuai dengan perbuatannya.
Sescorang yang sudah dapat dihukum apabila dia telah terbukti oleh hukum
benar-benar bersalah. Dalam hal ini setiap pelaku kejahatan atau penjahat
melekat azas presumption of innocent (azas praduga tak bersalah).

Di dalam KUHP terdapat perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai
kejahatan dan mana yang diklasifikasikan sebagat pelanggaran. Mengenai
pengertian perilaku kejahatan itu sendiri tidak akan dijumpai dalam KUHP.

Dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai



perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibagi dua klasifikasi, yaitu yang dinamanpf{f”sm';a" unik
kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan antara kejahatan dan pelanggaran hanya
didapatkan atas berat ringannya pidana. Ini tidak berarti bahwa seseorang vyang
melakukan perbuatan yang melanggar Buku [I KUHP dikatakan sebagai

penjahat, untuk itu perlu adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetapm.

Dan segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak
disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan
tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana.
Jadi setiap perbuatan yang anti sosial merugikan serta menjengkelkan
masyarakat, secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan. Jadi
kejahatan -~ adalah =~ setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan dan
menjengkelkan masyarakat. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik
atau buruk.

Dari segi manapun suatu kejahatan dibicarakan, pertu diketahui bahwa
kejahatan bersifat relatif. Relatifnya kejahatan bergantung pada ruang, waktu dan
siapa yang menamakan sesuatu itu-sebagai kejahatan. Dalam konteks itu dapat
dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak
dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja.

Meskipun kejahatan bersifat relatif, ada perbedaan antara “mala in se”
dengan “mala prohibita”. Mala in se adalah suatu perbuatan yang tanpa
dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan mala

prohibita adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai

' Darma W., Made, 1996, Kriminologi, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.



kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundaaf’;‘f—rp”s;ak:.aa” unik
undangan'".

Banyak sarjana berusaha untuk menemukan dan menerangkan kausal
kejahatan. Usaha untuk menerangkan kausal kejahatan tersebut berkembang

dalam tiga kerangka aliran kriminologi, cara pandang dan aliran pemikiran

(paradigma) yaitu :

a. Kriminologi Klasik
Membatasi studi kejahatan hanya pada batasan undang-undang pidana
mengandung banyak kelemahan dan kritik, sehingga secara umum sudah
ditinggalkan oleh kriminotogi modern atau masakini.

b. Kriminelogi Positive
Orang mulai mempertanyakan refevansi terhadap studi yang mencari sebab-
sebab kejahatan, bukan saja karena kejahatan adalah normal dan memang
sesuai dengan pengalaman hidup manusia sehari-hari akan tetapi juga karena
adanya kesamaan pengertian tentang kejahatan, disamping ragam dan
kompleksnya pengertian kejahatan yang merupakan cin masyarakat modern,
juga karena kejahatan merupakan fenomena yang terikat pada konteks
{sosial dan situasional). Mencari sebab-sebab kejahatan bagatkan orang yang
berada di tengah-tengah rimba belantara yang tidak berujung pangkal. Oleh
karenanya mencari sebab-sebab kejahatan, dalam arti untuk menyusun teor
umum tentang sebab-sebab kejahatan bukan saja menghabiskan energi,

namun juga bisa memberikan pandangan yang menyesatkan.

1 Thid, Hal. 13.



¢. Kriminologi Kritis
Kriminologi Kritis mengarahkan studinya mempelajari proses-proses
kriminalisasi, meliputi memberikan penjelasan tentang kondisi-kondisi
ekonomi, politik, hankam, sosial budaya dan struktur-struktur yang ada
saling mempengaruhi baik dalam bekerjanya hukum maupun dalam proses
pembuatan undang-undang, karenanya dapat memberikan pemahaman yang

lebih baik terhadap fenomena kejahatan.

Aliran pemikiran tersebut di atas dapat meluaskan wawasan dalam
melakukan penelitian kriminologi dan fenomena kejahatan pada umumnya.

Dengan-demikian untuk dapat memahamikejahatan, periu dipelajari
seluruh proses kriminalisasi, dalam arti baik proses-proses yang mempengaruhi
pembentukan undang-undang yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai
tindak pidana maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses-proses yang
menjadikan orang tertentu sebagai penjahat.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum
dinyatakan dengan digunakannya konsep “Penyimpangan’ (Deviance) dan reaksi
sosial. Kejahatan dipandang sebagat bagian dan “penyimpangan sosial” dalam
artt bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda”  dari tindakan-tindakan yang
dipandang sebagai normal atau “biasa” di masyarakat dan terhadap tindakan
menyimpang tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif dalam arti secara
umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut “berbeda” dan “jahat”™.
Dengan demikian stapa yang dipandang menyimpang ditentukan oleh
masyarakat itu sendiri.

Kadang-kadang kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi pemberian

batasan yang tidak begitu jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung




Perpustakaan Unik

pada sikap polisi, jaksa dan hakim. Dalam arti luas kejahatan (penyimpangan)
seperti halnya kecantikan ada di mata yang memandang. Dengan demikian
penyimpangan dan reaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang hanya
dapat dipahami dalam hubungan satu dengan yang lain.

Dasar pemikiran interaksionis 1ni bersumber pada * symbolic
interactionisn” yang dikemukakan oleh Mead (1863 — 1931) yang menekankan
bahwa sumber perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-
kondist sosial akan tetapi juga peranan individu dalam menangant, menafsirkan
dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutnya
manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya.

Pencurian Listrik ~yang dipergunakan untuk penerangan jalan yang
dilakukan oleh pelaku warga masyarakat merupakan suatu kejahatan, dimana
perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2002 Pasal 60
tentang Ketenagalistrikan dan dalam KUHP Pasal 362, dalam peraturan tersebut
terdapat pula ancaman pidana. Namun pada kenyataannya keberadaan
penerangan jalan yang tidak resmi (liar) semakin banyak terjadi bahkan hampir
pada seluruh petosok kampung:

Warga masyarakat menganggap bahwa perbuatan pembuatan penerangan
jalan umum adalah bukan merupakan kejahatan, sebab perbuatan tersebut
dipergunakan untuk kepentingan umum dan warga masyarakat dapat menikmati
hasilnya. Warga masyarakat berdaith bahwa mereka telah membayar pajak
penerangan jalan sehingga warga berhak menikmatinya, walaupun dilakukan

dengan melanggar undang-undang.

12 Susanto, IS., 1993, Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Studi
Kejahatan, Semarang : FH UNDIP, Hal. 1.



. . Per stakaan Unik
2. Pengertian Penjahat _ - '

Dalam kasus pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan
perlu dibahas pula tentang pelaku atau penjahatnya. Ada beberapa definisi
mengenat penjahat
a. Menurut kamus hukum : penjahat adalah orang yang melanggar norma

kesopanan. 13

b. Menurut S.S. Palenkahu : penjahat adalah “orang vang melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang dan mempunyai sanksi hukum”. '

Jadi penjahat ada karena pemberian cap dari kelompok sosial, apabila
kelompok sosial menganggap suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan
melanggar hukum atau kejahatan maka tidak ada penjahat.

Sedangkan antara kejahatan dan penjahat tidak dapat dipisahkan. Penjahat
sebagai pelaku suatu kejahatan dan kejahatan tidak pernah ada kalau tidak ada
pelanggaran. Jadi secara Sosiologis penjahat adalah orang-orang vyang
memainkan peranan jahat atau menyimpang atau orang-orang yang ditandai oleh
masyarakat sebagai penjahat.

Dalam ' pencurian listrik yang dipergumakan untuk penerangan jalan

pelaku membujuk warga masyarakat untuk menarik iuran atau sumbangan untuk

pengadaan pembuatan penerangan jalan.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian Listrik
1. Pengertian Tindak Pidana

Dewasa ini pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan

banyak terjadi, karena itu apabila dibiarkan akan berdampak pada kerugian PLN.

 Hamzah, Andy, 1986, Kamus Hukum, Cetakan Pertarna, Jakarta : Ghalta Indonesia, Hal. 25.
1 palenkahu, S.S, 1997, Masalah Kejahatan Dan Penanggulangannya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, Hal. 4.



Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mcncerdaskgﬁrp”s;a':aa” Unik
kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang vital bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu secara umum tenaga listrik
merupakan sarana penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan
sebagai pendorong kegiatan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur. Karena itu menurut konsep materi Rakor Pengamanan Terpadu,
pengembangan suatu instalasi tenaga listrik yang semakin jauh tersebar ke
pelosok desa merupakan aset negara yang demi kepentingan umum wajib
dipelihara dan dijaga dari segala bentuk ancaman dan ganguan.

Pencurian Listrik ada bermacam-macam jenis antara lain : pencurian
aliran listrik, pencurian lampu-lampu penerangan jalan dan lain-lain.

Pencurian merupakan suatu tindakan (perbuatan) yang menurut keadaan
dibuat oleh seseorang dengan sengaja untuk melakukan suatu niat yang tidak
baik dimana niat tersebut selalu mempengaruh diri, tinggal bagaimana seseorang
tersebut mampu menahan ntat yang baik dan yang buruk.

Hal ini merupakan suvatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana secara
yuridis, lain halnya dengan istilah “kejahatan” atau perbuatan jahat yang bisa
diartikan secara yuridis (hukum)/secara kriminologi. Istilah tindak pidana dipaka:
sebagai pengganti istilah Straafbaarfeit. Para pakar hukum banyak yang
bersilang pendapat mengenai peristilahan ini. Misalnya Moeljatno, memakai
istilah perbuatan pidana atau E. Utrect yang menggunakan istilah peristiwa

pidana. Ada pula yang menggunakan istilah tindak pidana seperti Sudarto.

' PLN Distribusi Jateng, 1993, Konsep Materi Rakor Pengamanan Terpadu, Hal Pembahasan Titik Berat
Pada Pengamanan Instalasi Listrik PLN.



Suharto menyebutkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang melanggfxrpumkaan unik

larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi
pidana. Dijelaskan pula dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh
dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan
yang diancam sanksi pidana bagi yang melakukan, '°

Undang —undang menggunakan istilah yang berbeda, namun sebagian
besar memakai istilah tindak pidana untuk mengganti istilah Straafbaarfeir .

Diantara undang-undang tersebut antara lain :

a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1) memakai istilah
Peristiwa Pidana.

b. Undang-undang Dasar No.l1 Tahun 1951 menggunakan istilah Perbuatan
Pidana.

¢. Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951 tentang : Perubahan Ordonantic
tijdelijke byzondere strafbepalingen S. 1945 — 17 memakai istilah
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

d. Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1951 tentang penyelesaian
perselisihan perburuban pasal 19,21, 22 memakai istilah yang diancam
dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

e. Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Pemilthan Umum yang
memakai istilah Tindak Pidana.

f.  Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan
dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi menggunakan istilah Tindak Pidana.

g. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 Pasal | menggunakan istilah Tindak
Pidana.

h. Undang-undang RI. No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

i. Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1980 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

J.  Undang-undang RL No. 15 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.

k. Peraturan Pemerintah Penggantt UU RI. No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. '’

Untuk saat ini pemakatan istilah yang dipergunakan oleh pembentuk
undang-undang adalah tindak pidana, yang lebih diterima oleh masyarakat
sehingga mempunyai Sociclogische gelding.

Moceljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan

yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

'$ Suharto, 1996, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar
Grafika, Hat. 28 — 29,

Y7 Sudarto, 1975, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 30 - 31.



. : P k ik
Kata perbuatan pidana dalam perbuatan pidana mempunyai arti yanegrpUSta e

abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkret
yaitu:

a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang,
b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. '*

Pakar lainnya, Suharto menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar
aturan hukum tersebut dikenakan sanksi hukum pidana. Dalam rumusan tersebut
vang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan
diancam sanksi pidana yaitu orang vang melakukan perbuatan yang
menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dipersamakan dengan istilah
Inggris Criminal act. Ada dua hal yang dapat dipakal sebagai alasan, yaitu :

a. Karena Criminal act dapat berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain
perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.

b. Karena Criminal act ini dipisahkan dan pertanggungjawaban pidana yang
dinamakan Criminal liability atau responsibility. Untuk adanya liability
(untuk dapat dipidananya seseorang) selain dartpada melakukan Criminal
Act (pelrgbuatan pidana) orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan
{guilly.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Sudarto, adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan manusia memenuhi rumusanindang-undang.

b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

c¢. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

d. Dilakukan dengan kesalahan (dolus atau culpa) dan tidak ada alasan pemaaf. »

Sedangkan menurut Muljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi :
a. Perbuatan (manusia).

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (meru?akan syarat formil)
c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil). *

' Suharto, 1996, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar
Grafika, Hal. 29,

' Moeljatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 57.

2 Sudarto, 1975, Hukum Pidana I, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 32.

2 1bid, Hal. 34.
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Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon, adalah sebagai berikut :

Perbuatan manusia (positif, negatif).

Diancam dengan pidana (Straafbaar gasteld).
Melawan hukum (onrechtmatige).

Dilakukan dengan kesalahan.

Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 2

oo o

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel, adalah:

Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
Bersifat melawan hukum.

Dilakukan dengan kesalahan.

Patut dipidana.

aoc o

E. Mezger mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

Perbuatan dalam arti yang luas dart manusia (aktif atau membiarkan).
Sifat melawan-hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.

Diancam dengan pidana. **

Ao o

Tidak adanya kesamaan is1 dari pengertian tindak pidana (Straafbaarfeir)
yang diberikan oleh para pakar hukum menyebabkan 2 (dua) pendapat atau
pandangan mengenai tindak pidana, vaitu pandangan yang monistis dan
pandangan yang dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang
menyatakan bahwa keseluruhan syarat adanya pidana, kesemuanya merupakan
sifat dari perbuatan. Pandangan monistis tidak memisahkan perbuatan pidana
(criminal act / actus reus) dengan pertanggungjawaban pidana (criminal
responsibility - mens rea). Pandangan dualistis yaitu pandangan yang
memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
Pandangan dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan
dengan sanksi ancaman pidana (criminal act / actus reus) dan dapat

dipertanggungjawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau adanya mens

2 Ibid, Hal. 32.
B Ibid, Hal. 33.
2 Thid, Hal. 33.
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rea). Pandangan monistis maupun dualistis tersebut sama-sama memiliki alasan

yang kuat dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana (Straafbaarfeit),
meskipun terdapat perbedaan mengenai tanggungjawab pidana.
Pakar hukum yang menganut pandangan monistis tentang syarat-syarat
pemidanaan, antara lain :
D. Simons : unsur-unsur :
Perbuatan manusia
Diancam dengan pidana
Melawan hukum

Dilakukan dengan kesalahan )
Oleh orang yang mampu bertanggungjawab®

oo op

Simons _menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari
Straafbaarfeit’ . Yang dimaksud sebagat unsur obyektif adalah :
a. Perbuatan orang

b. " Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Segi subyektif :
a. Orang yang mampu bertanggungjawab
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan ‘akibat dar perbuatan atau dengan
keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. |
Aliran monistis dalam Hukum Pidana memberi makna peristiwa pidana
sebagai “dapat dipidananya orang yang melakukan peristiwa pidana” atau dengan
kata lain jika ada penstiwa pidana maka disitu ada orang yang harus dipidana
pula. Imi berartt bahwa semua unsur peristiwa pidana adalah sama dengan syarat-

syaratnya orang dijatuhi pidana. Jadi seorang yang melakukan peristiwa pidana

dan hendak dijatuhi pidana harus diperhatikan semua unsur dari peristiwa itu.

2 1bid, Hal 32.
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Menurut aliran monistis unsur-unsur suatu peristiwa pidana adalan’"

memenuhi rumusan delik, ada sifat melawan hukum (dan tidak ada alasan
pembenar), ada kesalahan yang terdiri dan dolus atau culpa (dan tidak ada alasan
pemaaf dapat dipertanggung-jawabkan). Apabila salah satu diantara unsur-unsur
tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada orang yang dapat dipidana.

Pakar hukum yang menganut pandangan dualitas tentang syarat-syarat
pemidanaan, antara lain Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana yang
diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut untuk adanya
perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

a. Perbuatanmanusia
b.  Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat

formil)

c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil). *°

Moeljatno berpendapat syarat formil harus ada, karena adanya azas
legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada
pula, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat
sebagal perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh
karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata
dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan dalarn masyarakat itu.
Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak
masuk sebagal unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat
pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan
secara wajar, tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan
perbuatan pidana, disamping itu pada orang tersebut harus ada
kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.”’

Menurut Sudarto kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak
masuk sebagal unsur perbuatan pidana karena hal tersebut melekat pada orang
yang berbuat. Untuk mengetahui suatu rumusan bersifat melawan hukum formil

bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai

suatu delik dalam rumusan undang-undang. Suatu perbuatan bertentangan

% Tbid, Hal 34.
¥ Ihid, Hal 34 — 35.
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dengan undang-undang (hukum tertulis), maupun hukum tidak tertulis termasuk

tata susila di dalam masyarakat.
Berikut ini hal-hal mengenai unsur-unsur tindak pidana :

a. Perbuatan manusia. Simons mendefinisikan berbuat mempunyai sifat aktif,
tiap gerakan otot yang dikehendaki dengan tujuan untuk menimbulkan
suatu akibat. Pendapat ini oleh Pompe dipenelas dengan menyatakan
bahwa perbuatan (gedrajing) itu dapat dilihat dari luar dan diarahkan pada
! tyjuan yang menjadi sasaran norma-norma. Sedangkan menurut Von
Hattum, perbuatan pidana harus meliputi pengertian berbuat dan tidak
berbuat. Lebth lanjut dikatakan bahwa hal ini dapat dilihat dari kata kerja
yang merupakan perbuatan jasmani murni, yang merupakan suatu gerakan
badan. Gerakan dari badan tni tidak ditentukan secara normatif, tetapi
deskriptif dan finalis.

b. Memenuhi rumusan undang-undang. Suatu perbuatan dikatakan memenuhi
rumusan undang-undang dalam arti sempit yaitu seluruh unsur dan delik
sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana. Namun tidak semua
perbuatan. yang memenuhi rurmusan delik (tathestandsmazig) senantiasa
bersifat melawan hukum, karena adanya hal tersebut yang menghilangkan
sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Hal imi disebabkan karena
adanya alasan pembenar. Selanjutnya tidak dapat dikatakan perbuatan yang
diancam pidana mesti dipidana, apabila undang-undang sendini tidak
dengan tegas-tegas membuat adanya alasan menghapus pidana.

c. Suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum, terhadap unsur ini dikenal
2 ajaran : Ajaran sifat melawan hukum formil yi : apabila perbuatan

diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang.



Jadi dapat dikatakan sebagai melawan hukum sama dengan melawan atapfrp”smkaan unik
bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

Sifat melawan hukum matenil yi : apabila suatu perbuatan melawan hukum
tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan
tetapi harus dilihat azas-azas hukum tidak tertulis. Jadi sifat melawan
hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu
dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga didasarkan
aturan-aturan yang tidak tertulis.

Unsur kesalahan. Unsur yang tidak kalah pentingnya dalam hukum pidana.
Kesalahan dapat merupakan kesengajaan mengacu pada 2 teori :

i.  Teon kehendak

i1. ~Teori pengetahuan atau membayangkan,

Kesalahan ditinjau berdasarkan teori kehendak adalah : kehendak untuk
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan
kesengajaan sebagai pengetahuan atau membayangkan akan timbulnya
akibat perbuatan menurut coraknya dapat berupa : kesengajaan dengan
maksud untuk mencapat suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian,
kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kesalahan berupa kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan
daripada kesengajaan. Akan tetapi bukan kealpaan yang ringan. Untuk
melakukan kealpaan dilakukan secara normatif yaitu dengan menetapkan
dari luar bagaimana seharusnya seseorang berbuat dengan mengambil
ukuran sikap batin orang pada umumnya. Kealpaan dapat pula terjadi
karena kurang penghati-hatian, ukuran yang digunakan yaitu apabila st

pembuat ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban yang dimaksud



dapat diambil dart ketentuan undang-undang. Hal ini menurut Sudarts * " O

dalam buku Hukum Pidana I dikatakan kealpaan merupakan pengertian
yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan.

f. Kemampuan bertanggungjawab. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana
maka syarat yang harus dipenuhi yi : pembuat harus mampu
bertanggungjawab.

Memori von Toelichting (MVT) secara negatif menjelaskan, tidak adanya
kemampuan bertanggungjawab dapat terlihat pada : tidak adanya
kebebasan dalam memilih ‘berbuat dan tidak berbuat. Si pembuat dalam
keadaan yang sedemikian rupa sehingga, tidak dapat menginsafi bahwa
perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan
akibat perbuatannya.

Dalam KUHP tidak ditentukan kapan seseorang tidak mampu
bertanggungjawab tetapi dapat dilihat pada Buku | Pasal 44 yang berbunyi:
Barang stapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya

atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.

Darl uralan unsur-unsur tindak pidana, dapat dipahami bahwa dalam
tindak pidana pencurian listnk yang dipergunakan untuk penerangan jalan
minimal telah memenuhi unsur-unsur delik, vyaitu adanya pelaku (yang
merupakan perbuatan pidana yang dilakukan manusia), memenuhi rumusan
undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan dan
kemampuan bertanggungjawab.

Pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan dilakukan

oleh anggota masyarakat dengan cara mengambil aliran listrik yang digunakan



untuk penerangan jalan, dimana perbuatan itu dilarang oleh undang—undaﬁ’fg;p”smkaa” unik
terutama Pasal 362 dan Pasal 191 bis ke-1 KUHP serta Undang-undang No. 20

Tahun 2002 Pasal 60, dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar
undang-undang dan dengan sengaja perbuatan itu dilakukan, dimana perbuatan

itu diancam dengan sanksi pidana dan adanya kgmampuan bertanggungjawab

dari para pelaku.

Pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan di
Pemukiman Sedompyong adalah merupakan kejahatan dan merupakan suatu
tindak pidana.

Hal-hal mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam pencurnian listrik yang
dipergunakan untuk penerangan jalan adalah :

a. Perbuatan manusia
Pelaku dalam pembuatan penerangan jalan adalah mereka yang membujuk
angpota masyarakat. Pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan
jalan di pemukiman Sedompyong dilakukan oleh oknum warga masyarakat
yang mengumpuikan biaya-dari warga masyarakat, kemudian diberikan
kepada oknum Biro Teknik Listrik yang kemudian dipergunakan untuk
pembuatan penerangan jalan.

b. Memenuht rumusan undang-undang
Tindak pidana pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan
di pemukiman Sedompyong merupakan suatu kejahatan. Perbuatan
tersebut melanggar KUHP Pasal 362, KUHP Pasal 191 bis ke-1 dan
Undang-undang Ketenagalistrikan yaitu Undang-undang No. 20 Tahun
2002 Pasal 60, di mana dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai

ancaman pidananya.



Bersifat melawan hukum Perpusiakaan Uk
Perbuatan pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan di
pemukiman Sedompyong merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
dan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja pelaku melakukan
pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan, di mana hal
itu telah secara tegas diatur dalam Undang-undang Perbuatan tersebut
bertentangan dengan undang-undang sehingga melawan hukum dengan
undang-undang atau hukum tertulis. Perbuatan melawan hukum tersebut
dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga didasarkan
aturan-aturan-yang tidak tertulis.

Unsur Kesalahan

Perbuatan pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan di
pemukiman Sedompyong dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan
mengambil arus listrik dan diletakkan dalam kekuasaan dan kehendak
pelaku, mengalirkannya ke tempat lain untuk penerangan jalan tanpa
persetujuan atau izin Pemerintah Daerah dan PT. PLN (Persero) seperti
yang diatur dalam perundang-undangan. Pelaku mempunyai kehendak
untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
Kemampuan bertanggungjawab

Pelaku dalam pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan
di pemukiman Sedompyong dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai
pertanggungjawabannya karena pelaku pencurian listrik  tersebut
melakukan dengan sadar dan mengetahui akibat yang dilakukannya

bertentangan dengan undang-undang, tetapt perbuatan tersebut tetap



dilaksanakan dengan dalih untuk kepentingan umum walaupun mengetaiun

akibat dari perbuatannya.

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik
Pencurtan listrik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu
undang-undang atau tidak, dengan sengaja melakukan suatu pencurian dimana
yang dicuri adalah listrik yang mempunyai resiko yang tinggi. Dalam KUHP
Pasal 362 disebutkan :
Barang siapa mengambil suvatu_ barang yang seluruhnya’sebagian
kepunyaan - orang lain, dengan maksud untuk dimiliki  secara
melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana pernjara
palinglama 3 tahun / pidana denda paling banyak Rp. 900,-
Dalam penjelasannya benda dapat ditafsirkan sebagai benda nyata dan tidak
nyata. Aliran Listrik merupakan benda tidak nyata. Sehingga pencurian aliran
listrik termasuk tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 362 di atas.
Rurnusan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP mempunyai 4
unsur, yaitu ;
a. Barangsiapa
b. Mengambil barang sesuatu
c. Barang kepunyaan orang lain
d. Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum®
Tiap-tiap unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP tersebut
mengandung arti yuridis untuk dipakat menentukan atas suatu perbuatan :
a. Barangsiapa : yang dimaksud dengan barangsiapa ialah “orang”, subjek

hukum yang melakukan perbuatan.
b. Mengambil barang sesuatu. 2

8 Suharto, 1996, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Qbyektif sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar
Grafika, Hal. 28-29.
” Ibid, Hal. 38.



Dalam buku If dan [l KUHP terdapat banyak rumusan-rumusan oo o

perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-
perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud
tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat
yang menjadi cirl atau sifat khas dari larangan, sehingga dapat dibedakan dari

perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum pidana banyak sarjana-sarjana
tlmu hukum pidana mempunyair pendapat yang berbeda-beda mengenai arti
mengambil;

Noyon Langemeyer menyatakan bahwa pengambilan yang diperfukan

untuk’ pencurian adalah pengambilan yang eigen machtig yaitu karena

kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang.™

Menurut Simons dan Pompe; menyatakan menyamakan artt mengambil
dengan istilah wegnehmen dalam KUHP negara Jerman yang berarti tidak
diperfukan tempat dimana barang, tetapi memegang saja belum cukup,
pelaku harus menarik barang tersebut kepadanya dan menempatkan
dalam penguasaannya.”’

Sedangkan pakar hukum Van Bemmelen merumuskan arti wegnehmen

sebagai berikut :

a. Tiap-tiap  perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta
kekayaan orang lain 'dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa
persetujuan orang lain.

b. Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan tkatan dengan
sesuatu cara antara lain denganbarang kekayaannya itu. 32

Darn uraian para sarjana tentang definisi “mengambil” maka dalam
pencurian listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan adalah mengambil

arus listnk dan diletakkan dalam kekuasaan dan kehendak pelaky,

3 Ibid, Hal. 38.
3! [bid, Hal. 38 — 39.
32 fhid, Hal. 39.
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mengalirkannya ke tempat lain tanpa persetujuan atau izin Pemerintah Daeran’ o

dan PT. PLN seperti yang diatur dalam perundang-undangan.

Sebagai syarat pertama untuk dapat dihukum adalah apabila terjadi
halangan atau rintangan dalam penyaluran arus listrik bagi kepentingan umum
sebagai akibat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Arti “untul:: kepentingan
umum” adalah bahwa bangunan listrik tersebut diadakan guna menyediakan arus
listrik kepada siapa saja yang menghendaki untuk menggunakannya.

Selain itu berdasarkan ketentuan pidana Undang-undang No.20 Tahun

2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 60 disebutkan :

(1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan
maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena
melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi
tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan
terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana denga
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah.

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan
maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum dapat dipidana. Jadi untuk
dapat dipidananya seseorang harus ada unsur melawan hukum. Para ahli hukum
mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan sifat melawan
hukum. Ada 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh ahli hukum
yaitu ; sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil.

a. Menurut gjaran sifat melawan hukum yang formil :
Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam
pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang

sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan
suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum



sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukudiy o2 Uk
tertulis. **

b. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat
dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat
berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya
perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus
berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan
yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan
bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga
bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata-susila dan
sebagainya, **

Para ahli hukum sendiripun banyak yang berbeda pendapat dalam
mendefinisikan sifat melawan hukum. Yang menganut ajaran sifat melawan

hukum yang formil;

Simmons menyatakan memang boleh diakut, bahwa suatu perbuatan yang
masuk larangan dalam sesuatu undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat
melawan hukum, akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu
hanyalah bisa diterima, jika di dalam hukum positif terdapat alasan untuk
suatu pengecualian berlakunya ketentuan atau larangan itu. Alasan untuk
menghapuskan sifat melawan hukum tidak boleh diambil di luar hukum
positif dan juga alasan yang di sebut dalam undang-undang tidak boleh
diartikan lain daripada secara limitatief.”’

Sedangkan ahli hukum yang menganut ajaran sifat melawan hukum yang

materiil diantaranya :

a. Von Liszt menyatakan perkosaan atau pembahayaan terhadap kepentingan
hukum hanyalah bersifat melawan hukum materiil, jika perbuatan itu
bertentangan dengan tujuan ketertiban hukum, kalau tidak bertentangan
dengan tujuan itu maka tidak bersifat melawan hukum.

b. Zu Dohna mengatakan suatu perbuatan itu tidak melawan hukum jika
perbuatan itu merupakan upaya yang hak untuk tujuan yang hak.

¢. M.E. Mayer mengatakan perbuatan itu melawan hukum materiil atau tidak,
ditentukan oleh norma kebudayaan. Sifat melawan hukum itu, berarti
bertentangan dengan kultur yang diakui oleh negara. Kalau perbuatan itu
sesuai dengan kultur itu maka sifat melawan hukumnya hapus.

d. Sedang menurut Zevenbergen, Onrechtmatigheid adalah syarat yang
umum, obyektif yang berdiri sendiri, yang biasanya ada jika suatu
perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tetapi
mengenai hal itu harus diselidiki untuk tiap-tiap kejadian yang konkret,

3 Sudarto, 1975, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang: FH. Universitas Diponegoro, Hal, 64,
34 .

Ibid, Hal 64.
3 Ibid, Hal 64.
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apakah yang diharapkan oleh ketertiban hukum. Dalam hal ada keraguan

?gengenai sifat melawan hukum, maka tidak boleh ada penjatuhan pidana.

Apabila suatu perbuatan memenuht rumusan delik, maka hal itu
merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu
dapat hapus apabila ada alasan pembenar. Bagi penganut ajaran sifat melawan
hukum yang formil, alasan pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif
atau hukum vang tertulis, sedang penganut ajaran sifat melawan hukum vang
matenil alasan itu boleh diambil dart luar hukum yang tertulis.

Dikatakan sifat melawan hukum formil, karena undang-undang pidana
melarang ataun memerintahkan perbuatan itu disertat ancaman sanksi bagi barang
siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Sedang disebut sifat melawan
hukum materiil, oleh karena sekaltpun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian
delik di dalam undang—undang, masth harus diteliti tentang penilaian masyarakat
apakah perbuatan itu memang tercela, dan patut dipidana pembuatnya atau tidak
tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga
pembuatnya tidak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan
sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.

Mengenai pengeirtian melawan hukum yang materiil, hal itu dibedakan
menjadi 2 yattu

a. Dalam fungsinya yang negatif.
b. Dalam fungsinya yang positif. >’

Pengertian ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang
negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-

undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan

¥ Ibid, Hal. 64 — 65.
37 Tbid, Hal 66.
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undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan oo N

hukum.

Sedang pengertian sifat melawan hukum yang materill dalam fungsinya yang
positif menganggap suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak
nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan
dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi
disini diakut hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

Sifat melawan hukum merupakan penilaian yang objektif terhadap
perbuatan, sedang kesalahan {pertanggungan jawab pidana) merupakan hal yang
menyangkut pada.orangnya (si pembuat).

Moeljatno menyatakan ada atau tidak adanya perbuatan pidana adalah
tergantung dari hal apakah perbuatan sebagai yang dirumuskan dalam
undang-undang dipernilai sebagai melawan hukum atau tidak. Adapun
penilaian itu ada dalam batin orang yang melakukan, dimaksud untuk
mewujudkan itu. Dalam hal demikian, maka arah yang menuju ditentukan
dan unsur-unsur lahir. Sedangkan dalam hal arah yang menuju ke melawan

hukum ada di dalam hati orang yang melakukan perbuatan, dinamakan
unsur batin {subjektif).”®

Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Undang-undang No. 20 Tahun
2002 Pasal 60 terdapat kata dengan maksud, yang dalam ilmu hukum pidana
termasuk sengaja sebagai maksud atau niat yang diarahkan ke sifat melawan
hukumnya perbuatan dan menjelma menjadi melawan hukum yang subjetif,
karena penilaian dalam hal ini harus dituyjukan pada sikap batin pembuatnya
untuk melakukan perbuatan pencurian. Pada delik pencurian terdapat unsur niat

yang melekat pada perbuatannya.

38 Zainal Andi, 1987, Azas-azas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung : Alumni, Hal 278 ~ 279,
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C. Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik
KUHP tidak memberikan definisi tentang penyertaan secara jelas, melainkan
hanya menguraikan tentang bentuk-bentuk serta batasan penyertaan. Akan tetapi dalam
praktek, bahwa perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan hanya dapat dilakukan oleh
beberapa orang pelaku dengan bentuk kerjasama. Dalam rumusan delik tersebut, yang
bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh is1 delik, tetapi satu atau lain cara
memberikan  bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat
pertanggungjawaban dan dapat dipidananya pelaku dan sebagai pembantu menurut
hukum.
Berdasarkan Pasal 55 KUHP yang dapat dipidana sebagai para pembuat suatu
perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran) .
1. Yang melakukan perbuatan (pleger, dader)
Merupakan suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas
artinya dan yang dalam bahasa lisan dianggap sebagai yang telah berbuat atau yang
telah sengaja melakukan.
2. Menyuruh melakukan perbuatan {doen pleger)
Menggerakkan orang lain, yang tidak dapat (dengan alasan apapun) dekenai pidana
melakukan perbuatan pidana.
3. Yang turut melakukan perbuatan (mede pleger)
Bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan
pidana secara bersama-sama melakukannya (kerjasama)
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken)
Membujuk orang lain dengan alasan apapun, dengan maksud supaya orang yang

dibujuknya mau melakukan perbuatan pidana yang direncanakan si pembuat pidana.
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Sedangkan Dalam Pasal 56 KUHP yang ditetapkan sebagai pembantu pelaku pada saat
kejahatan (jadi bukan pelanggaran) :

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-

keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan cara merumuskan ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP seperti di atas,
sesungguhnya pembentuk undang-undang telah menciptakan suatu kesulitan dalam
praktek, yang sebenarnya tidak periu terjadi. Untuk kegunaannya secara praktis, yakni
untuk memudahkan orang membuat suatu pembedaan antara apa yang disebut mede
pleger di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan apa yang disebut mede plichtige di
dalam Pasal 56 KUHP, maka pembuat undang-undang tidak mempunyai keberatan
terhadap penggunaan perkataan pembantu-pembantu sebagai terjemahan perkataan mede
plichtigen. Juga antara lain sebagai “orang-orang yang dengan sengaja telah memberikan
bantuan dalam melakukan suatu kejahatan”.

Seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang
lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama telah melaksanakan delik.

Tindak pidana ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum disebut bentuk
simultan (yang bersamaan waktit) penyertaan, sedangkan pembujukan, menyuruh
melakukan dan pembantuan untuk (yang mendahului pelaksanaan) disebut bentuk-bentuk
penyertaan yang konsekutif (berurut-urutan).

Dalam penelitian ini penults menitikberatkan pada keteriibatan petugas Biro
Teknisi Listrik dan anggota masyarakat. Petugas Biro Teknisi Listrik dan anggota
masyarakat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tindakan yang berupa
pelanggaran adalah membuat penerangan jalam umum tanpa ijin atau mengajukan

permohonan kepada PLN dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Seksi Penerangan Jalan



Umum. Oleh karena tindakannya tersebut pelaku (orang yang terlibat) dapat dijef:f{p”sgakﬁaa” unik
hukuman.

Batas antara pembantuan dan tkut serta melakukan sulit untuk digariskan karena
kedua-duanya bersifat simultan (bersamaan waktu), lebih-lebih apabila ada prakarsa atau
peran serta secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan pelaksanaan.

Pada penulisan hukum ini petugas Biro Teknisi Listrik yang melakukan tindakan
perbuatan melawan hukum dengan kasus pencurian listrik yang dipergunakan untuk
penerangan jalan dikategorikan sebagai mede pleger, yaitu orang yang turut serta
melakukan perbuatan melawan hukum melalu: tindakan bekerjasama membuat rencana
serta melakukan sesuatu perbuatan pidana secara bersama-sama dengan pelaku dart

anggota masyarakat.
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